Menimbang :

Mengingat

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Daerah,

berdampak pada semakin banyak produsen memperkenalkan
produk barang dan jasa kepada masyarakat yang diletakkan pada
tempat umum agar dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum
melalui media reklame;

. bahwa agar penyelenggaraan melalui media reklame sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dapat terselenggara dengan baik
berdasarkan standar etika, estetika, keamanan dan kenyamanan
masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan reklame di
Kabupaten Bangka Tengah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Reklame;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

5. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di
bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah.

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang
dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh
umum.

7. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan meliputi perizinan,
penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan Kerja yang menangani
urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika atau
Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan di bidang
perizinan Kabupaten Bangka Tengah.

9. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah gabungan/Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberian, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu, yang
ditunjuk oleh Bupati.

10.Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang
memiliki izin baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan
atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11.1zin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin
adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk penataan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

12.Pengelolaan Titik Lokasi Reklame adalah kegiatan yang meliputi
penataan, pemeliharaan titik lokasi reklame untuk
menyelenggarakan reklame.

13.Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai
dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk
pemasangan reklame.

14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Yang
Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

15.Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya
disebut SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan
reklame yang telah disediakan.

16.Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan
sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi
komersial.



17.Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang
menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas
namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

BAB I
JENIS REKLAME

Pasal 2

(1) Jenis reklame dibedakan menjadi :

a.
b.

Reklame Tetap; dan
Reklame insidentil.

(2) Reklame Tetap adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis
untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu)
tahun, terdiri dari :

a.
b.
c.

reklame megatron/videotron/led,;
reklame bando jalan; dan
reklame billboard/papan.

(3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis
untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku sampai/kurang dari 1
(satu) tahun, terdiri dari :
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reklame kain;

reklame melekat, stiker;

reklame selebaran,;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
reklame udara;

reklame apung;

reklame suara;

reklame film/slide; dan

reklame peragaan.

BAB Il
STANDAR REKLAME

Pasal 3

(1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

(2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

standar etika yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur
SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga
norma kesopanan,;

standar  estetika yaitu bentuk dan  penampilannya
memperhatikan aspek keindahan;

standar teknis vyaitu reklame yang dipasang memenuhi
ketentuan standar kekuatan konstruksi;

standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi
seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;



e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi
persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan

f. standar keselamatan vyaitu reklame yang dipasang tidak
menggangu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat
disekitarnya.

BAB IV
PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 4

(1) Pengelolaan Titik Lokasi Reklame dilakukan oleh penyelenggara
reklame yang berbadan hukum untuk setiap titik lokasi reklame.

(2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan sistem penawaran terbuka atau dengan Nota
Kesepahaman (memorandum of understanding).

(3) Tata cara sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-
masing titik lokasi reklame.

Pasal 5

Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang diberikan kepada badan
hukum dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan
pengelola dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki

Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali :

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk vyang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya,;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah,;



